BUPATI PASURUAN

KEPUTUSAN BUPATI PASURUAN
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TENTANG

PERUBAHAN RENCANA KERJA KECAMATAN GONDANGWETAN

Menimbang

Mengingat

KABUPATEN PASURUAN
TAHUN 2024

BUPATI PASURUAN,

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 142 ayat (1)
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017
tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi
Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan
Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja
Pemerintah Daerah, maka perlu menetapkan Keputusan
Bupati tentang Perubahan Rencana Kerja Kecamatan
Gondangwetan Kabupaten Pasuruan Tahun 2024;

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang
Pemerintah Daerah Kabupaten di Djawa Timur
sebagimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor
2 Tahun 1965;

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang
Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari
Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Republik
Indonesia Tahun 2005-2025;

4. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang
Penanggulangan Bencana;

5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan

Ruang;
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor
13 Tahun 2022 tentang Perubahan kedua Atas Undang-
Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan;
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan sebagaimana telah diubah beberapa kali
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015
tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah
Daerah;

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2
Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;
Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang
Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan
Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang
Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019;

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah
Daerah;

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah;

Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun
2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-
undangan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Presiden Nomor 76 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas
Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 Tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun
2021 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-
Undangan;

Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2019 tentang
Percepatan Pembangunan Ekonomi di Kawasan Gresik -
Bangkalan - Mojokerto - Surabaya - Sidoarjo - Lamongan,
Kawasan Bromo-Tengger-Semeru, serta Kawasan
Selingkar Wilis dan Lintas Selatan;

Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar
Harga Satuan Regional;

Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang
Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008
tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan
Gender di Daerah sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011
tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum
Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah;
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31. Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 153 Tahun 2023
tentang  Rencana Kerja Kecamatan Gondangwetan
Kabupaten Pasuruan Tahun 2024;

32. Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 17 Tahun 2024
tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah
Kabupaten Pasuruan Tahun 2024,

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Gondangwetan Kabupaten
Pasuruan Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran
Keputusan ini.

KEDUA Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Gondangwetan Kabupaten
Pasuruan Tahun 2024 sebagaimana dimaksud Diktum KESATU
digunakan sebagai pedoman oleh Kecamatan Gondangwetan dalam
menyusun RKA Perubahan Kecamatan Gondangwetan.

KETIGA Membebankan biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya
Keputusan ini pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Kabupaten Pasuruan Tahun Anggaran 2024.

KEEMPAT Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pasuruan
pada tanggal 149 — 8- 2024.
Pj. BUPATI PASURUAN,
TEMBUSAN : ANDRIYANTO
Yth. 1. Inspektur Daerah Kabupaten
Pasuruan.
2. Kepala BPKPD Kabupaten
Pasuruan.
3. Kepala Bappelitbangda Kab.
Pasuruan.
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KATA PENGANTAR

Syukur Alhamdulillah kehadirat Allah SWT atas limpahan Rahmat serta
Hidayah-Nya kami masih diberikan kesehatan dan kemampuan untuk menyusun

Perubahan Rencana Kerja (P-Renja) OPD Kecamatan Gondangwetan Tahun 2024.

Perubahan Rencana Kerja (P-Renja) OPD Kecamatan Gondangwetan
tahun 2024 di susun dimaksudkan untuk menggetahui kondisi umum wilayah,
potensi serta berbagai permasalahan kedepan yang perlu untuk mendapatkan
penanganan sesuai dengan kebijakan yang telah ditetapkan oleh Bupati Pasuruan.

Disamping itu Perubahan Rencana  Kerja (P-Renja) OPD
Kecamatan Gondangwetan tahun 2024 ini adalah sebagai acuan untuk melangkah
dalam pelaksanaan tugas penyelenggaraan Pemerintahan, pembangunan dan
sosial kemasyarakatan sehingga dalam pelaksanaan nanti tidak menyimpang dari
perencanaan dan setidak-tidaknya merupakan tolak ukur untuk bahan evaluasi

keberhasilan pembangunan yang di capai.

Demikian kiranya semoga Rencana Kerja (P-Renja) OPD
Kecamatan Gondangwetan tahun 2024 dapat membawa manfaat serta sebagai
dasar dalam pelaksanaan tugas kedepan di tahun 2024 mendatang.

Pasuruan, Agustus 2024
CAMAT GONDANGWETAN
N
OHAMMAD AY. STP.M

Pembina Tingkat |
NIP. 19821231 200112 1 005
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1.1.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI PASURUAN
NOMOR :00.7.2.6/1119/HK/424.013/2024
TANGGAL : 14 Agustus 2024

PERUBAHAN RENCANA KERJA
KECAMATAN GONDANGWETAN
KABUPATEN PASURUAN TAHUN 2024

BAB 1
PENDAHULUAN

Latar Belakang

Dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan, disusun
suatu perencanaan pembangunan yang berasal dari perencanaan
pembangunan Desa/Kelurahan yan ada di wilayah Kecamatan
Gondangwetan. Sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan
pembangunan Kecamatan Gondangwetan mempunyai kewenangan dalam
hal menentukan dan melaksanakan kebijakan menurut prakarsa sendiri
berdasarkan aspirasi masyarakat mulai dari perencanaan, penganggaran
dan pelaksanaan, pengawasan serta evaluasi. Oleh karena itu dalam
implementasinya pelaksanaan pembangunan yang terencana dan sinergis
dengan perencanaan pemerintahan yang lebih tinggi dengan tidak
menghilangkan nilai kekhasan setiap daerah yang dalam hal ini tertuang
pada Undang — Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional (SPPN) mengamanatkan Penyusunan Rencana
Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) yang juga dijabarkan dalam
Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan,
Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi
Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah,
serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah,
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Dan Perubahan Rencana
Kerja Pemerintahan Daerah.

Perubahan Rencana Kerja (P-Renja) Kecamatan Gondangwetan adalah
dokumen perencanaan OPD yang memuat kebijakan, program dan kegiatan
pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Daerah
maupun yang dilaksanakan oleh masyarakat. Perubahan Rencana Kerja OPD
Kecamatan Gondangwetan Tahun 2024 adalah dokumen perencanaan yang
memuat program dan kegiatan yang diperlukan untuk mencapai indikator

sasaran dalam Perjanjian Kinerja tahun 2024
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Perubahan Renja OPD Kecamatan Gondangwetan tahun 2024
merupakan penjabaran visi, misi, tujuan, sasaran, program dan arah
kebijakan kepala daerah, serta kerangka pendanaan yang bersifat indikatif
dalam penyelenggaraan pemerintahan yang bermuara pada
pertanggungjawaban  atas  peningkatan = kesejahteraan  masyarakat
Kabupaten Pasuruan. Sebagaimana kita pahami bersama bahwa tugas-
tugas dalam penyelenggaraan pemerintahan ke depan dituntut untuk lebih
baik dari tahun-tahun sebelumnya dari segi kualitas maupun kuantitas.
Dengan demikian ke depan kita harus bisa dan mampu untuk
melaksanakan tugas-tugas tersebut dengan baik, tepat sasaran, tepat
anggaran dan tepat waktu untuk mencapai penyelenggaraan pemerintahan
yang baik. Oleh sebab itu dalam penyelenggaraan pemerintahan perlu
adanya penyusunan perencanaan untuk periode satu tahun ke depan agar
dalam pelaksanaan nantinya bisa memberikan hasil dan tidak menyimpang
dari perencanaan yang telah ditetapkan.

Perubahan Renja OPD Kecamatan Gondangwetan disusun
berdasarkan pedoman sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah
Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan,
Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817). Dalam Peraturan
Pemerintah tersebut disebutkan bahwa perencanaan pembangunan daerah
adalah suatu proses penyusunan tahapan-tahapan kegiatan yang
melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan di dalamnya, guna
pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam rangka
meningkatkan kesejahteraan sosial dalam suatu lingkungan wilayah/daerah
dalam jangka waktu tertentu.

Pasal tersebut menegaskan bahwa perencanaan pembangunan
nasional dibangun secara makro oleh pemerintah pusat untuk kemudian
menjadi dasar bagi pemerintah daerah dalam menyusun perencanaan
dengan skala yang lebih spesifik. Perencanaan yang disusun baik di tingkat
pusat maupun daerah memiliki beberapa jenjang, antara lain rencana
pembangunan jangka panjang, rencana pembangunan jangka menengah,
dan rencana pembangunan tahunan. Oleh karena itu, demi menjaga
keserasian dan tercapainya pemerataan pembangunan dari tingkat pusat
hingga daerah, setiap kabupaten/kota diwajibkan melakukan penyusunan
Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP), Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Daerah (RPJMD), dan Rencana Kerja Pembangunan
Daerah (RKPD). RKPD di tingkat pemerintah daerah akan dijabarkan lagi
menjadi Rencana Strategis (RENSTRA) dan Rencana Kerja (RENJA) di tingkat
masing-masing Organisasi dengan tetap mengacu pada dokumen
perencanaan wilayah diatasnya.
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Adapun  keterkaitan Perubahan Rencana Kerja Kecamatan
Gondangwetan Kabupaten Pasuruan dengan dokumen perencanaan yang

lain dapat dilihat pada gambar 1.1 dibawah ini :

Gambar 1.1
Keterkaitan Antar Dokumen Perencanaan
RPJP RPJM Nasional RKP Nasional
Nasional
Diacu diperhatikan diacu
A 4 v A 4
RPJP —cl_’pe oman RPIM |—» RKP —>pedoman RAPBD [——» APBD
Daerah Daerah Daerah
A
pedoman blian diacu bah "n
Renstra ———d-———+ ——————— » RKA |----- » DPA
opp | Pedoman OPD OPD

Menurut peraturan Menteri Dalam Negeri No. 86 tahun 2017 tentang
tata cara perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah,
tata cara evaluasi rancangan peraturan daerah
tentang rencana  pembangunan = jangka  panjang daerah  dan
rencana pembangunan jangka  menengah  daerah, serta @ tata
cara perubahan rencana pembangunan jangka panjang daerah,
rencana pembangunan jangka ~menengah daerah, dan rencana
kerja pemerintah daerah bahwa Perubahan Rencana Kerja (P-Renja)
Kecamatan Gondangwetan Kabupaten Pasuruan adalah dokumen
perencanaan Kecamatan Gondangwetan untuk periode 1 (satu) tahun, yang
memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan baik yang
dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh
dengan mendorong partisipasi masyarakat. Dari uraian diatas dapat
dijabarkan beberapa hal sebagai berikut :

1. Perubahan Renja Kecamatan Gondangwetan merupakan dokumen yang
secara substansial dan program Organisasi Perangkat Daerah yang
ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Gondangwetan
sesuai arahan operasional dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah
(RKPD)

2. Perubahan Renja merupakan acuan Kecamatan Gondangwetan untuk
memasukan program kegiatan ke dalam KUA dan PPAS dan
perencanaan program kegiatan yang akan dilaksanakan dalam Rencana

Kerja dan Anggaran (RKA) tahun 2024 ;
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1.2,

3. Perubahan Renja Kecamatan Gondangwetan merupakan salah satu
instrumen untuk evaluasi pelaksanaan program / kegiatan / sub
kegiatan Instansi untuk mengetahui sejauh mana capaian kinerja yang
tercatum dalam Rencana Kinerja Tahunan sebagai wujud dari kinerja
Kecamatan Gondangwetan pada Tahun 2024 ini merupakan tahun awal
pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam

Perencanaan Strategis Kecamatan Gondangwetan.

Penyusunan rancangan Perubahan Renja (P-Renja) Kecamatan
Gondangwetan merupakan tahapan kedua setelah rancangan awal, yang
harus dilakukan sebelum disempurnakan menjadi rancangan akhir
dokumen Perubahan Renja Kecamatan Gondangwetan yang definitif. Dalam
prosesnya, penyusunan Renja Kecamatan Gondangwetan mengacu pada
kerangka arahan yang dirumuskan dalam rancangan awal RKPD. Oleh
karena itu penyusunan Renja Kecamatan Gondangwetan dapat dikerjakan
secara simultan / paralel dengan penyusunan RKPD, dengan fokus
melakukan pengkajian terlebih dahulu terhadap kondisi eksisting
Kecamatan Gondangwetan, evaluasi pelaksanaan Renja Kecamatan
Gondangwetan pada tahun - tahun sebelumnya dan evaluasi kinerja
terhadap pencapaian Renstra Kecamatan Gondangwetan yang ditujukan
untuk mengidentifikasi sejauh mana kemampuan Kecamatan Gondangwetan
dalam  melaksanakan program kegiatan dan sub kegiatannya,
mengidentifikasi realisasi pencapaian target kinerja program kegiatan dan
sub kegiatannya Renstra Kecamatan Gondangwetan, serta hambatan dan
permasalahan yang dihadapi. Selanjutnya dilakukan penyusunan dokumen
Perubahan Renja (P-Renja) Kecamatan Gondangwetan sesuai dengan
prioritas dan sasaran pembangunan tahun 2024 dengan
mempertimbangkan arah dan kebijakan umum dalam RPJPD Kabupaten
Pasuruan 2005-2025 serta Rencana dokumen RPD Kabupaten Pasuruan
Tahun 2024-2026.

Adapun penyusunan Perubahan Renja Kecamatan Gondangwetan
yang dilakukan melalui dua tahapan yang merupakan suatu rangkaian
proses yang berurutan, mencakup :

1. Tahap Perumusan Rancangan Awal Renja Kecamatan Gondangwetan;
2. Tahap Penyajian Rancangan Renja Kecamatan Gondangwetan;

3. Tahap Penyusunan Rancangan Akhir Renja Dan Penetapan.

Landasan Hukum
Perubahan Rencana Kerja OPD Kecamatan Gondangwetan Kabupaten

Pasuruan Tahun 2024 disusun atas dasar
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Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 18
tentang Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah
provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang
tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai pemerintahan

daerah, yang diatur dengan undang-undang ;

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1950 tentang
Pemerintahan Daerah Kabupaten di Djawa Timur sebagaimana telah
diubah dengan Undang-undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 2730);

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 tentang
Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan
Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2007 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Republik
Indonesia Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4700);

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2007 tentang
Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4723)

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 tentang
Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007
Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

4725);

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Nomor
82 Tahun 2011, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234) sebagaimana
telah diubah dengan Undang-undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang
perubahan kedua Atas Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Nomor 244 Tahun 2014,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah

beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015

tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014

11



10.

11.

12.

13.

14.

15.

tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5679);

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang
Hubungan Keuangan antara Pemerintahan Pusat dan Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2
Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang
Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi
Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4817);

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016
tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2016 Nomor 114
Tambahan Lembaran Negara Nomor 5887) sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6402);

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2017
tentang Pembinaan dan Pengawasan penyelenggaraan Pemerintah
Daerah (Lembaran Negara Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran

Negara Nomor 6041);

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019
tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 7140, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

Peraturan Presiden Repubik Indonesia Nomor 87 Tahun 2014 tentang
Peratuaran Pelaksanaan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1990), sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2021 tentang Perubahan
Atas Peraturan Presiden Nomor 87 tahun 2014 tentang Peraturan
Pelaksanaan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 186);
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16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2019 tentang
Percepatan Pembangunan Ekonomi di kawasan Gresik-Bangkalan-

Mojokerto-Surabaya-Sidoarjo-Lamongan,KawasanBromo-Tengger-Semeru,

serta Kawasan Selingkar Wilis dan Lintas Selatan (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 225),

Intruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2000 tentang

Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun
2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita

Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 15 Tahun
2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di
Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum
Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah (Berita Negara

Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 927);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 80 Tahun
2015 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 120

Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun
2017 tentang Tata Cara Perencanan, Pengendalian dan Evaluasi
Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah
tentang Rencana Pembanguna jangka Panjang Daerah dan Rencana
Pembangunan Jangka Menegah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 59 Tahun

2021 tentang Penerapan Standart Pelayanan Minimal;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun
2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencnaan

Pembangunan dan Keuangan Daerah;

Kepmendagri 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan atas
Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang
Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi,
Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan

Daerah
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1.3

25.

26.

27.

Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 12 Tahun 2023 Tentang Rencana
Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Pasuruan Tahun 2024-2026
(Lembaran Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2023 Nomor 12),
Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 50 Tahun 2023 Tentang Rencana
Strategis Kecamatan Gondangwetan 2024-2026 (Berita Daerah
Kabupaten Pasuruan Tahun 2024 Nomor;

Peraturan Bupati Nomor 153 Tahun 2023 Tentang Rencana Kerja

Kecamatan Gondangwetan Kabupaten pasuruan Tahun 2024;

Maksud dan Tujuan
a. Maksud

Perubahan Rencana Kerja (P-Renja) Kecamatan Gondangwetan Kabupaten

Pasuruan Tahun 2024 disusun dengan maksud sebagai berikut :

1.

Untuk mengimplementasikan visi, misi, tujuan dan sasaran RPJPD
Pemerintah Kabupaten Pasuruan dan Rencana Strategis Kecamatan
Gondangwetan Kabupaten Pasuruan Tahun 2024-2026 sesuai dengan
tugas pokok dan fungsi ;

Menjadi landasan penentuan program dan kegiatan tahunan secara
kronologis dan berkelanjutan ;

Menetapkan dokumen perencanaan yang memuat program dan
kegiatan Kecamatan Gondangwetan Kabupaten Pasuruan Tahun
2024;

Melakukan sinkronisasi terhadap program - program dalam RKPD
dengan mengutamakan pengaruh isu - isu strategis pada Tahun

2024.

b. Tujuan

Sedangkan tujuan disusunnya Perubahan Rencana Kerja (P-Renja)

Kecamatan Gondangwetan Kabupaten Pasuruan Tahun 2024 adalah

sebagai acuan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi Kecamatan

Gondangwetan Kabupaten Pasuruan pada Tahun 2024 dengan tetap

memperhatikan sebagai berikut :

1.

Perubahan Rencana Kerja (P-Renja) OPD Kecamatan Gondangwetan
disusun untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara
perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan = pengawasan
pembangunan daerah yang diwujudkan dalam program dan kegiatan
selama 1 (satu) tahun;

Menghubungkan perencanaan strategis dan perencanaan operasional
secara terinci;

Membantu pencapaian hasil pelaksanaan program;

Memudahkan proses pengukuran dan penilaian kinerja;

Membantu pemantauan dan evaluasi kinerja;
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1.4

6. Membantu dalam menetapkan target kinerja;

7. Sebagai bahan evaluasi program dan kegiatan yang akan

dilaksanakan pada tahun-tahun yang akan datang.

Sistematika Penulisan

Perubahan Rencana Kerja (P-Renja) OPD Kecamatan Gondangwetan disusun

dengan sistematika sebagai berikut :

BAB 1 : Pendahuluan

1.1

1.2

1.3

1.4

Latar Belakang

Mengemukakan pengertian ringkas tentang Perubahan
Renja Kecamatan Gondangwetan, proses penyusunan
Renja Kecamatan Gondangwetan, keterkaitan antara
Renja Kecamatan Gondangwetan dengan dokumen RKPD
Kabupaten Pasuruan, Renstra Kecamatan Gondangwetan,
serta tindak lanjutnya dengan proses penyusunan
RAPBD.

Landasan Hukum

Memuat penjelasan tentang undang - undang, peraturan
pemerintah, peraturan daerah, dan ketentuan peraturan
lainnya, kewenangan Kecamatan Gondangwetan, serta
pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan
perencanaan dan penganggaran OPD.

Maksud dan Tujuan

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari
penyusunan Perubahan Renja Kecamatan Gondangwetan.
Sistematika Penulisan

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Perubahan
Renja Kecamatan Gondangwetan, serta susunan garis

besar isi dokumen.

BAB II : Evaluasi Renja Sampai Dengan Triwulan II Tahun 2024

2.1

2.2

Evaluasi Renja sampai dengan Triwulan II

Evaluasi Pelaksanaan Perubahan Renja Kecamatan
Gondangwetan Tahun lalu dan capaian Renstra
Kecamatan Gondangwetan, Membahas tentang
pemberian nilai atau pertimbangan terhadap kegiatan
yang telah dilaksanakan tahun lalu dan capaian Renstra
Kecamatan Gondangwetan.

Isu-isu Aktual Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi
Perangkat Daerah

Menentukan tahapan-tahapan dan skala prioritas yang
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BAB III

BAB IV

ditetapkan dan mencerminkan wurgensi permasalahan
yang hendak diselesaikan serta dicantumkan dalam isu-
isu penting penyelenggaraan Tugas dan Fungsi

Kecamatan.

Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah

3.1

3.2

Tujuan dan Sasaran Perubahan Renja Perangkat
Daerah

Harapan yang ingin dicapai atau dihasilkan secara nyata
oleh Kecamatan Gondangwetan dalam kurun waktu
tertentu dengan rumusan yang lebih spesifik, terstruktur,
dan dapat diaplikasikan melalui Rencana Kerja.

Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

Meliputi segala bentuk kegiatan yang akan dilaksanakan
dalam lingkungan OPD Kecamatan Gondangwetan serta
penganggaran atau biaya yang dibutuhkan dalam

merealisasikan kegiatan.

Penutup
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2.1.

BAB II
EVALUASI RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2024

Evaluasi Hasil Rencana Kerja 2024 Triwulan II

Perubahan Rencana Kerja (P-Renja) OPD Kecamatan Gondangwetan
Kabupaten Pasuruan adalah penjabaran perencanaan tahunan dan Rencana
Strategis OPD Kecamatan Gondangwetan. Tercapai tidaknya pelaksanaan
kegiatan-kegiatan atau program yang telah disusun dapat dilihat
berdasarkan Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah. Akuntabilitas
merupakan suatu bentuk perwujudan kewajiban untuk
mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi
organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan,
melalui suatu media pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara
periodik. Terkait dengan hal tersebut Rencana Kerja OPD Kecamatan
Gondangwetan Kabupaten Pasuruan ini menyajikan dasar pengukuran
kinerja kegiatan dan Pengukuran Kinerja Sasaran dari hasil apa yang telah
diraih atau dilaksanakan oleh OPD Kecamatan Gondangwetan
Kabupaten Pasuruan. Perubahan Rencana Kerja menyajikan hasil evaluasi
baik pengukuran kinerja maupun sasaran perangkat daerah. Adapun hasil
evaluasi Pelaksanaan Perubahan Renja 2024 sampai dengan Tribulan II

2024 sebagai berikut :

2.1.1 Evaluasi Anggaran dan Realisasi Belanja Tahun 2024

Anggaran belanja/pengeluaran Kecamatan Gondangwetan
tahun 2024 ditargetkan sebesar Rp. 4.770.009.521,- dari jumlah
tersebut dapat terealisasi sampai Triwulan II  sebesar
Rp. 2.212.536.225,- atau terdapat sisa anggaran sebesar
Rp. 2.557.473.296,- dari pagu anggaran. Anggaran OPD Kecamatan
Gondangwetan terbagi menjadi 11 kegiatan. Dari jumlah tersebut
terealisasi sebesar 46,38 % dari pagu anggaran. Keseluruhan
Realisasi per kegiatan Kecamatan Gondangwetan dapat diuraikan

sebagai berikut :
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KODE

URAIAN

Per Triwulan II 2024

ANGGARAN

REALISASI

%

KECAMATAN

4.770.009.521

2.212.536.225

46,38

Program Penunjang Urusan
Pemerintahan Daerah
Kabupaten/Kota

3.780.234.677

1.833.894.854

48,51

Perencanaan, Penganggaran,
dan Evaluasi Kinerja
Perangkat Daerah

7.000.000

0.00

0,00

Administrasi Keuangan
Perangkat Daerah

3.290.813.200

1.576.532.241

47,91

Administrasi Umum Perangkat
Daerah

162.762.477

77.575.570

47,66

Pengadaan Barang Milik
Daerah Penunjang Urusan
Pemerintah Daerah

84.090.000

78.182.000

92,97

Penyediaan Jasa Penunjang
Urusan Pemerintahan Daerah

51.750.000

33.326.875

64,40

Pemeliharaan Barang Milik
Daerah Penunjang Urusan
Pemerintahan Daerah

183.819.000

68.278.168

37,14

Program Penyelenggaraan
Pemerintahan dan Pelayanan
Publik

351.096.620

177.866.371

50,66

Koordinasi Penyelenggaraan
Kegiatan Pemerintahan di
Tingkat Kecamatan

323.146.620

160.416.371

49,64

Penyelenggaraan Urusan
Pemerintahan yang tidak
Dilaksanakan oleh Unit Kerja
Perangkat Daerah yang Ada di
Kecamatan

27.950.000

17.450.000

62,43

Program Pemberdayaan
Masyarakat Desa dan
Kelurahan

537.055.224

153.735.000

Koordinasi Kegiatan
Pemberdayaan Desa

63.960.000

5.235.000

Kegiatan Pemberdayaan
Kelurahan

473.095.224

148.500.000

Program Koordinasi
Kentraman dan Ketertiban
Umum

101.623.000

47.040.000

Koordinasi Upaya
Penyelenggaraan Ketentraman
dan Ketertiban Umum

101.623.000

47.040.000
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Tabel 2.1 Evaluasi Terhadap Hasil Renja Perangkat Daerah Lingkup Kabupaten
Renja Perangkat Daerah Kecamatan Gondangwetan Kabupaten Pasuruan
Periode Pelaksanaan : Tahun 2024

Indikator dan target kinerja Perangkat Daerah Kabupaten yang mengacu pada sasaran RKPD :

IKU PD:
Target :
. Realisasi Tingkat
Indikator Capaian Realisasi Kinerja Pada Triwulan Tingkat Capaian
Kinerja " A 5 5 A ] ] P
Kinerja Realisasi Capaian Realisasi Kinerja
Program Target Renstra N ] P N
. Renstra Target Kinerja dan Capaian Kinerja dan Kinerja dan dan
Program/ Kegiatan/ (outcomes) / pada Tahun 2026 . . .
No Sasaran ) . . . s/d Anggaran Tahun Kinerja dan Realisasi Anggaran Realisasi
Sub Kegiatan Kegiatan (Akhir Periode .
Renja 2024 1 I 111 v Anggaran Anggaran Renstra s/d Anggaran
(output) / Renstra) ; .
Tahun Renja 2024 Renja Tahun Tahun 2024 Renstra
Sub
Kegiatan n-1 2024 (%) Tahun
g (2023) 2024 (%)
_ 15 =
5 6 7 8 9 10 11| 12-s+ov10+e11 | BT 2/TX 14 = 6+12 14/5 x
1 2 3 4 ° 100%
R R R
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K p K - K Rp K Rp K Rp K p
(diisi Urusan kondisi tid | tid
sasaran PD, Kewilayahan kinerja ak | ak
sesuaikan pada akhir | dii dii
dengan renstra si si
programnya)
Bidang Urusan DPA MURNI
Pemerintahan
Meningkatn Program Penunjang | Presentase 100 12.425.23 100 21.8 4.7 o 0 4.7 48, 4.7 #VA
ya Urusan Pemenuhan % 1.472 % 3.780.234 7 826.915 7 | 1.006 - - 7 1.833.8 51 261.98 7 1.833.8 | LUE! | O
Akuntabilit Pemerintahan Penunjang .677 .562 .979. 94.854 % 4.979 94.854
as Kinerja Daerah Urusan 292
Perangkat Kabupaten/Kota Pemerintah
Daerah an
1 Perencanaan, Persentase 100 16.550.00 100 0 0 0 0 0 0,00 0 0 0
Penganggaran, dokumen 0 % 7.000.000 - - - - - % - -
dan Evaluasi perencanaan
Kinerja dan laporan
Perangkat capaian
Daerah kinerja yang
disusun
sesuai
pedoman
1 Koordinasi Jumlah 1 16.550.00 1 0 0 0 0 0 0,00 o #VA 0
dan Laporan doku 0 Lapo 7.000.000 - - - - - % - - LUE!
Penyusunan | Capaian men ran
Laporan Kinerja dan
Capaian Ikhtisar
Kinerja dan Realisasi
Ikhtisar Kinerja SKPD
Realisasi
Kinerja
SKPD
2 Administrasi Persentase 100 11.318.69 100 20.8 27. 0 0 27. 47,9 27. #VA
Keuangan pemenuhan 3.950 % 3.290.813. 6 686.386 05 | 890.1 - - 05 1.576.5 1% 225.21 05 1.576.5 LUE! | O
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Perangkat administrasi
Daerah keuangan
kantor
1 Penyediaan Jumlah 2240 9.896.900.
Gaji dan orang yang rg/bl 000
Tunjangan menerima n
ASN Gaji dan
Tunjangan
ASN
2 Penyediaan Jumlah 2040 1.265.744.
Administrasi | Pembayaran rg/bl 000
Pelaksanaa Honor n
n Tugas PTT/THL
ASN
3 Pelaksanaa Jumlah 84or 156.049.9
n Pembayaran g/bl 50
Penatausah Honorarium n
aan dan pejabat
Pengujian/V | penatausaha
erifikasi an
Keuangan keuangan,
SKPD kegiatan dan
pelaku
pengadaan
barang/jasa
Administrasi Persentase 100 410.440.0
Umum terpenuhiny 00
Perangkat a nya
Daerah administrasi
umum
kantor
1 Penyediaan Jumlah 1pak 3.310.000
Peralatan laporan unit et
Rumah Peralatan
Tangga Rumah
Tangga
2 Penyediaan Jumlah 36 52.960.00
Bahan Laporan jenis 0
Logistik Bahan
Kantor Logistik
Kantor
3 Penyediaan Penyediaan 8jeni 33.100.00
Barang Barang s 0
Cetakan Cetakan dan
dan Penggandaa
Penggandaa | n
n
4  Fasilitas Jumlah 100 66.200.00
Kunjungan laporan org 0
Tamu Fasilitas
Kunjungan
Tamu
5 Penyelengga | Jumlah 12la 254.870.0
raan Rapat laporan pora 00
Koordinasi koordinasi n
dan dan
Konsultasi konsultasi
SKPD

200 .560 45.68 32.241 8.892 32.241
1
14 20.6 27. 27. 47,8 27. ]
oran | 2.859.203. 6 590.623 17 | 777.0 17 1.367.6 3% 195.37 17 1.367.6 0
g/bu 000 .189 25.80 48.998 8.428 48.998
lan 9
12 24.5 48. 48. 48,2 48. 0
Doku | 390.030.2 5 95.763. 23 | 92.32 23 188.093 3% 26.870. 23 188.093 0
men 00 371 9.872 .243 463 .243
12 0 50. 50. 50,0 50. 0]
Doku | 41.580.00 - 00 | 20.79 00 20.790. 0% 2.970.0 | 00 20.790. 0
men 0] 0.000 000 00 000
100 27.3 20. 20. 47,6 20. #VA
% 162.762.4 2 44.470. 34 | 33.10 34 77.575. 6% 11.082. 34 77.575. LUE! | O
77 570 5.000 570 224 570
3 28.2 28. 28. 57,1 28. #VA
pake 8.440.677 6 2.385.0 9| 2.440 9 4.825.0 6% 689.28 9 4.825.0 LUE! 1
t 00 .000 00 6 00
4 0.30 57. 57. 57,4 57. 0]
pake 16.821.80 50.000 18 | 9.619 18 9.669.0 8% 1.381.2 18 9.669.0 0
t ] .000 00 86 00
8 0 49. 49. 49,4 49, 0]
pake 16.500.00 - 49 | 8.166 49 8.166.0 9% 1.166.5 | 49 8.166.0 0
t ] .000 00 71 00
10 0 0 0 0,00 0 0
Lapo 15.750.00 - - - % - - -
ran ]
20 39.9 12. 12. 52,1 12. 0
Lapo 105.250.0 4 42.035. 24 | 12.88 24 54.915. 8% 7.845.0 | 24 54.915. 0
ran 00 570 0.000 570 81 570
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Pengadaan Persentase 100 132.400.0
Barang Milik Pemenuhan 00
Daerah Pengadaan
Penunjang Barang Milik
Urusan Daerah
Pemerintah
Daerah
1 Pengadaan Jumlah luni 66.200.00
Mebel laporan t 0]
Paket Mebel
2 Pengadaan Jumlah luni 66.200.00
Peralatan laporan t 0
dan Mesin Peralatan
Lainnya dan mesin
lainnya
Penyediaan Persentase 100 59.895.00
Jasa Penunjang Pemenuhan 0
Urusan Jasa
Pemerintah Penunjang
Daerah Urusan
Pemerintaha
n Daerah
1 Penyediaan Jumlah 96 59.895.00
Jasa bulan rek/ 0
Komunikasi, | pembayaran bln
Sumber rekening
Daya Air telepon, air,
dan Listrik dan internet
Pemeliharaan Persentase 100 487.252.5
Barang Milik Pemenuhan 22
Daerah pemeliharaa
Penunjang n barang
Urusan milik daerah
Pemerintah guna
Daerah menunjang
pemerintaha
n daerah
1 Penyediaan Jumlah jenis Suni 281.350.0
Jasa kendaraan t 00
Pemeliharaa | yang
n, Biaya dipelihara
Pemeliharaa
n dan Pajak
Kendaraan
Perorangan
Dinas atau
Kendaraan
Dinas
Jabatan
2 Pemeliharaa | Jumlah luni 33.100.00
n Peralatan peralatan t 0
Mesin dan kantor dan
Lainnya mesin
lainnya yang
dipelihara
3 Pemeliharaa | Jumlah 1pak 132.950.7
n/Rehabilita | Pemeliharaa et 84
si Gedung nRehabilitas
Kantor dan Gedung

100 84.6 92, 92, 92,9 92, 0,92
% 84.090.00 5 71.182. 97 | 7.000 97 78.182. 7% 11.168. | 97 78.182. 97 1
0 000 .000 000 857 000
2 86.9 0 0 86,9 (o] #VA
unit 38.200.00 1 33.200. - 33.200. 1% 4.742.8 33.200. LUE! 1
0 000 000 57 000
5 82.7 15. 15. 98,0 15. #VA
unit 45.890.00 7 37.982. 25 | 7.000 25 44.982. 2% 6.426.0 | 25 44.982. LUE! 1
0 000 .000 000 00 000
100 19.0 45. 45. 64,4 45. #VA
% 51.750.00 8 9.873.5 32 | 2345 32 33.326. 0% 4.760.9 | 32 33.326. LUE! 1
0 14 3.361 875 82 875
36 19.0 45. 45. 64,4 45. #VA
Lapo 51.750.00 8 9.873.5 32| 23.45 32 33.326. 0% 4.760.9 | 32 33.326. LUE! 1
ran 0 14 3.361 875 82 875
100 8.16 28. 28. 37,1 28. #VA
% 183.819.0 15.002. 98 | 53.27 98 68.278. 4% 9.754.0 | 98 68.278. LUE! | O
00 918 5.250 168 24 168
12 13.6 24. 24. 38,4 24. #VA
unit 108.819.0 5 14.857. 78 | 26.95 78 41.815. 3% 5.973.5 | 78 41.815. LUE! | O
00 918 7.250 168 95 168
1 0.97 42. 42. 43,1 42. 0
unit 15.000.00 145.000 2| 6.330 2 6.475.0 7% 925.00 2 6.475.0 0
0 .000 00 0 00
5 0 0 0 0,00 0o 0 0
unit 20.000.00 - - - % - -
0
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Bangunan Kantor dan
Lainnya Bangunan
lainnya
4  Pemeliharaa | Jumlah 3jeni 39.851.73
n/Rehabilita | sarana dan s 8
s Sarana prasarana
dan gedung/kant
Prasarana or atau
Gedung bangunan
Kantor atau lainnya yang
Bangunan dipelihara
Laiinnya
Meningkatn | 2 Program Persentase 100 | 735.058.3
ya Hasil Penyelenggaraan Penyelengga % 20
Koordinasi Pemerintahan dan raan
Penyelengg Pelayanan Publik Pelayanan
araan Publik
Pemerintah
an,
Pelayanan
Publik dan
Pemberdaya
an
Masyarakat
Desa
1 Koordinasi Jumlah 100 701.958.3
Penyelenggaraa Laporan 20
n Kegiatan Penyelenggar
Pemerintahan aan Kegiatan
di Tingkat Pemerintaha
Kecamatan di
Kecamatan
1 Koordinasi/ Jumlah 2lap 122.708.3
Sinergi Pelaksanaan oran 20
Perencanaa Kegiatan
ndan Koordinasi
Pelaksanaa
n Kegiatan
Pemerintaha
n dengan
Perangkat
Daerah dan
Instansi
Vertikal
Terkait
2 Peningkatan | Jumlah jenis 39la 579.250.0
Efektifitas kegiatan pora 00
Kegiatan untuk n
Pemerintaha | meningkatka
n di Tingkat n efektifitas
Kecamatan kecamatan
2 Penyelenggaraa Jumlah 100 33.100.00
n Urusan laporan 0
Pemerintahan koordinasi
yang tidak penyelenggar
dilaksanakan aan kegiatan
oleh unit Kerja pemerintaha
Perangkat n di tingkat
Daerah yang kecamatan

10 0 49. 49. 49,9 49. 0 1
unit 40.000.00 - 97 | 19.98 97 19.988. 7% 2.855.4 | 97 19.988.
0 8.000 000 29 000
100 37.4 50. 50. 50, 50. #VA
% 351.096.6 2 131.386 66 | 46.47 66 | 177.866 66 25.409 | 66 | 177.866 | LUE! | O
20 .861 9.510 371 % .482 .371
100 40.6 8.9 8.9 49,6 8.9 #VA
% 323.146.6 6 131.386 8 | 29.02 8 160.416 4% 22.916. 8 160.416 | LUE! | O
20 .861 9.510 371 624 371
2 90.5 0 0 90,5 0o 0
Lapo 23.207.40 1 21.005. - 21.005. 1% 3.000.7 21.005. 0
ran 0 000 000 14 000
39 36.8 9.6 9.6 46,4 9.6 0
Doku | 299.939.2 0 110.381 8 | 29.02 8 139.411 8% 19.915. 8 139.411 0
men 20 .861 9.510 371 910 371
100 0 62, 62, 62,4 62, 0,10
% 27.950.00 - 43 | 17.45 43 17.450. 3% 2.492.8 | 43 17.450. 01 1
0 0.000 000 57 000

22 |



ada di

Kecamatan
1 Peningkatan | Jumlah 3jeni 33.100.00
Efektifitas Pelayanan s 0
Pelaksanaa kepada
n Pelayanan | Masyarakat
Kepada di Wilayah
Masyarakat | Kecamatan
di Wilayah
Kecamatan
Meningkatn | 3 Program Persentase 100 | 2.370.721
ya Pemberdayaan Desa % .300
Pemberdaya Masyarakat Desa Kelurahan
an dan Kelurahan yang
Masyarakat Terbina
dan dengan Baik
Pembinaan
Pemerintah
Desa/Kelur
ahan
Koordinasi Jumlah 100 153.021.3
Kegiatan laporan 00
Pemberdayaan Koordinasi
Desa pemberdaya
an
masyarakat
Desa
Kelurahan
1 Peningkatan | Jumlah 6lap 153.021.3
Efektifitas Koordinasi oran 00
Kegiatan pemberdaya
Pemberdaya | an
an masyarakat
Masyarakat | dan
di Wilayah Kesejahteraa
Kecamatan n Sosial
Kegiatan Jumlah 100 2.217.700.
Pemberdayaan laporan 000
Kelurahan Koordinasi
pemberdaya
an
Masyarakat
dan
Kesejahteraa
n Sosial
1 Pembangun Jumlah bkeg 1.820.500.
an Sarana sarana dan iatan 000
dan prasarana
Prasarana Kelurahan
Kelurahan
2 Pemberdaya | Jumilah 8keg 397.200.0
an Koordinasi iatan 00
Masyarakat | pemberdaya
adi an
Kelurahan masyarakat
dan
Kesejahteraa
n Sosial
Kelurahan

2 0 62, 62, 62,4 62, 0,10
Lapo 27.950.00 - 43 | 17.45 43 17.450. 3% 2.492.8 | 43 17.450. 32 1
ran 0] 0.000 000 57 000
100 27.6 8.1 8.1 28, 8.1 #VA
% 537.055.2 5 148.500 8 | 5.235 8 153.735 63 21.962 8 153.735 | LUE! | O
24 .000 .000 .000 % .143 .000
100 0 8.1 8.1 8,18 8.1 #VA
% 63.960.00 - 8 | 5.235 8 5.235.0 % 747.85 8 5.235.0 LUE! | O
0 .000 00 7 00
6 0 8.1 8.1 8,18 8.1 ]
Lapo 63.960.00 - 8 | 5.235 8 5.235.0 % 747.85 8 5.235.0 0
ran ] .000 00 7 00
100 31.3 0 0 31,3 0] 0]
% 473.095.2 9 148.500 - 148.500 9% 21.214. 148.500 0
24 .000 .000 286 .000
2 31.3 0 0 36,1 0] 0
unit 410.516.2 9 148.500 - 148.500 7% 21.214. 148.500 0
24 .000 .000 286 .000
4 0 0 0 0,00 0 0
Pok 62.579.00 - - - % - - -
mas ]
/
Orm
as
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Meningkatn | 4 Program Persentase 100 | 74.475.00 100 20.4 25. 25. 46, 25. #VA
ya Koordinasi Pelayanan % (V] % 101.623.0 3 20.758. 86 | 26.28 86 47.040. 29 6.720. 86 47.040. | LUE! | 1
Ketentrama Kentraman dan Ketentrama 0o 000 2.000 000 % 000 000
n dan Ketertiban Umum n dan
Stabilitas Ketertiban
Masyarakat Umum yang
Kecamatan berkualitas
1  Koordinasi Jumlah 100 74.475.00 100 20.4 25. 25. 46,2 25. #VA
Upaya laporan 0 % 101.623.0 3 20.758. 86 | 26.28 86 47.040. 9% 6.720.0 | 86 47.040. LUE! 1
Penyelenggaraa Koordinasi 00 000 2.000 000 00 000
n Ketentraman Upaya
dan Ketertiban Penyelenggar
aan
ketentraman
dan
ketertiban
umum
1 Sinergitas Jumlah 4lap 41.375.00 3 25.7 21. 21. 47,1 21. 0
dengan Pelaksanaan oran 0 Lapo 80.673.00 3 20.758. 42| 17.28 42 38.040. 5% 5.434.2 | 42 38.040. 1
Kepolisian Kegiatan ran 0 000 2.000 000 86 000
Negara Koordinasi
Republik
Indonesia,
Tentara
Nasional
Indonesia
dan Instansi
Vertikal
Wilayah
Kecamatan
2 Harmonisasi | Jumlah 8lap 33.100.00 3 0 42, 42, 42,9 42, 0
Hubungan Pelaksanaan oran 0 Lapo 20.950.00 - 96 | 9.000 926 9.000.0 6% 1.285.7 | 96 9.000.0 0
dengan Kegiatan ran 0 .000 00 14 00
Tokoh Koordinasi
Agama dan
Tokoh
Masyarakat
4.770.009 46. 1.08 46 46.
JUMLAH ANGGARAN .521 23.6 1.127.5 38 4.97 46. 2.212.5 38’ 316.07 38 2.212.5
4 60.423 5.80 38 36.225 % 6.604 36.225
2
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Secara umum, pelaksanaan kegiatan di Kecamatan Gondangwetan
sampai dengan triwulan kedua tahun 2024, telah dilaksanakan sesuai dengan
Rencana Kerja (RENJA) dan Rencana Strategis (RENSTRA) yang telah
ditetapkan. Di dalam perjalanan selama pelaksanaan pekerjaan, dijumpai pula
beberapa hambatan-hambatan dalam pelaksanaan kegiatan. Hambatan-
hambatan umum yang dijumpai adalah sebagai berikut :

a. Keterbatasan data dan informasi yang diperlukan bagi perencanaan
pembangunan;

b. Belum optimalnya kemampuan sumber daya manusia dalam perencanaan
pembangunan daerah;

c. Belum optimalnya koordinasi dalam perencanaan pembangunan yang
menyebabkan rendahnya keterpaduan dalam fungsi perencanaan,
monitoring dan evaluasi pelaksanaan pembangunan;

d. Belum dipahaminya secara utuh tentang outcome yang ingin dicapai dari
setiap program, sehingga masih adanya kesulitan merealisasikan sasaran
program menjadi output kegiatan yang menunjang efektifitas program
/kegiatan;

e. Perlunya peningkatan komitmen dan pemahaman untuk mempedomani
indikasi kegiatan dalam Renstra, RKPD maupun dalam RPJMD dalam
merencanakan program/kegiatan.

Dalam rangka mewujudkan tercapainya tujuan dan sasaran yang telah
ditetapkan, maka strategi dan kebijakan yang akan ditempuh Kecamatan
Gondangwetan Kabupaten Pasuruan pada Tahun 2024 adalah sebagai berikut :
1. Strategi mendorong berkembangnya tanggungjawab aparatur atas tugas-

tugasnya dalam pelaksanaan tugas dilaksanakan dengan arah kebijakan :

a. Pengembangan sumber daya manusia melalui peningkatan kapabilitas,
kompensasi (reward dan punishmen), dan kesejahteraan pegawai;

b. Peningkatan kemampuan teknis aparat perencanaan,;

c. Peningkatan kemampuan aparatur dalam melaksanakan tugas dan
kewajibannya sehingga dapat menyelenggarakan urusan pemerintahan
dengan optimal;

d. Memberikan dukungan sarana dan prasarana bagi aparat pemerintah
yang menyelenggarakan urusan pemerintahan sehingga tercapai
efektifitas dan efisiensi.

2. Strategi pemberdayaan seluruh potensi yang ada pada Kecamatan
Gondangwetan dalam rangka mewujudkan good governance dilaksanakan
dengan arah kebijakan meningkatkan kualitas rencana pembangunan

dibidang ekonomi, sosial budaya dan sarana prasarana wilayah.
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3. Strategi membangun koordinasi yang efektif dan semangat kebersamaan

dalam kepentingan yang berbeda untuk memperoleh pilihan terbaik bagi

kepentingan yang lebih luas dalam hal kebijakan-kebijakan dan prosedur

dilaksanakan dengan arah kebijakan :

a.

Melaksanakan koordinasi melalui mekanisme yang ada dalam rangka
menyusun program pembangunan sesuai dengan kebijakan publik, dan
melaksanakan penelitian inovatif dalam rangka mendorong terwujudnya
visi dan misi Kabupaten Pasuruan dan Kecamatan Gondangwetan
Kabupaten Pasuruan;

Melaksanakan pembangunan yang terintegrasi satu daerah dengan

yang lainnya dan antar sektor pembangunan.

2.1.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Struktur Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi

Kecamatan Gondangwetan Kabupaten Pasuruan dipimpin oleh seorang

Camat yang bertanggungjawab langsung kepada Kepala Daerah :

1.
2.

Unsur pimpinan yaitu Camat

Unsur pembantu pimpinan yaitu sekretaris/sekretariat yang terdiri :
a. Sekretaris

b. Subag Umum dan Kepegawaian

c. Subag Penyusunan Program dan Keuangan

. Unsur pelaksana, yaitu :

a. Kepala Seksi Pemerintahan dan Pelayanan

b. Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban

c. Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat

d. Kepala Seksi Kesejahteraan Sosial

Dengan diberlakukannya Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007

tentang Organisasi Perangkat Daerah maka diperlukan adanya

p

enyesuaian terhadap keberadaan Kantor Kecamatan Gondangwetan.
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STRUKTUR ORGANISASI

CAMAT
|
SEKRETARIS
SUBAG UMUM DAN SUBAG
KEPEGAWAIAN PENYUSUNAN
PROGRAM DAN
KEUANGAN
STAF STAF
SEKSI SEKSI SEKSI SEKSI
PEMERINTAHAN DAN TRANTIB PEMBERDAYAAN KESEJAHTERAAN
PELAYANAN MASYARAKAT SOSIAL
STAF STAF STAF STAF

Adapun Tugas pokok dan fungsi Kecamatan Gondangwetan Kabupaten
Pasuruan yang akan dipakai landasan penyusunan program dengan
mengantisipasi perubahan dan perkembangan dimasa yang akan datang adalah
sebagai berikut :

1. Mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;

2. Mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban
Umum;

3. Mengkoordinasikan Penerapan dan Penegakan Peraturan Perundang-
undangan;

4. Mengkoordinasikan Pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum,;
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5. Mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat
kecamatan;
Membina penyelenggaraan kegiatan pemerintahan Desa dan Kelurahan;
Melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi rung lingkup tugasnya
dan yang belum dapat dilaksanakan Pemerintahan Desa.

OPD Kecamatan Gondangwetan Kabupaten Pasuruan senantiasa
berkomitmen memberikan pelayanan prima yang lebih efektif dan efisien secara
bersih dan bertanggungjawab, dalam rangka mewujudkan kepemerintahan
yang baik (good governance) yang berorientasi kepada hasil dan manfaatnya
bagi perbaikan pelayanan publik serta kesejahteraan masyarakat.

Sebagai bagian yang integral dari Pemerintah Kabupaten Pasuruan,
Kecamatan Gondangwetan yang sepenuhnya mendukung Kepala Daerah dalam
menjalankan peran stratejiknya di bidang pemerintahan umum.

Adapun Kinerja Pelayanan di Kecamatan Gondangwetan dapat dilihat
dari beberapa indikator kinerja :

e Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran

e Meningkatnya sarana dan prasarana aparatur

e Meningkatnya kapasitas sumber daya aparatur

e Meningkatnya Sistim Pengawasan Internal dan Pengendalian

Lingkup analisis kinerja pelayanan di Kecamatan Gondangwetan meliputi
analisis lingkungan internal dan analisis lingkungan eksternal yang dapat
menghasilkan kesimpulan analisis berupa daftar prioritas faktor lingkungan,
baik internal maupun eksternal, serta dampaknya terhadap masa depan
organisasi, yang selanjutnya akan berpengaruh pada hubungan internal
organisasi pada gilirannya dapat ditentukan faktor kunci keberhasilan antara
lain :

1. Lingkungan Internal
Kekuatan :
- Visi dan misi organisasi yang jelas
- Kekuatan hukum tentang tugas pokok dan fungsi kecamatan
- Adanya alokasi anggaran bagi kecamatan
- Adanya sarana dan prasarana
Kelemahan :
- Jumlah dan kualitas SDM yang belum memadai
- Lemahnya pelaksanaan koordinasi dengan pemerintahan kabupaten dan
instansi teknis lainnya
- Belum tertib dan lemahnya sistim administrasi organisasi

- Belum optimalnya penyusunan kebijakan dan perencanaan
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2.2

2. Lingkungan Eksternal

Peluang

- RPJPD Kabupaten Pasuruan Tahun 2005-2025 Tahap Ketiga (2019-
2024)

- Tuntutan kualitas penyelenggaraan pelayanan publik dan akuntabilitas
pemerintahan

- Komitmen Bupati dalam pemberdayaan masyarakat dan peningkatan
kualitas prasarana wilayah dan pelayanan publik

- Keterkaitan institusional (koordinatif) pemerintahan yang ada di wilayah
dengan kecamatan

- Dukungan dan partisipasi masyarakat luas

- Diklat peningkatan kualitas aparatur

- Kehidupan sosial, budaya dan keagamaan masyarakat

- Kebutuhan akan rasa aman, tertib dan tentram

Ancaman :

- Prasarana wilayah yang masih rendah yang kurang memadai

- Rendahnya tingkat Lkepercayaan masyarakat terhadap institusi
pemerintahan

- Praktek-praktek yang merusak akuntabilitas organisasi oleh aparaturnya

- Kebijakan instansi teknis yang kurang mendukung pemberdayaan
masyarakat

- Kecenderungan masyarakat untuk mengabaikan peraturan dan
kewajiban yang mengikat

- Kondisi ekonomi masyarakat yang mengalami penurunan kualitas

Terkait dengan Pencapaian Kinerja Pelayanan OPD Kecamatan

Isu-Isu Aktual Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Sebagai salah satu perangkat daerah yang berada paling bawah langsung
berhubungan dengan desa/masyarakat, Kecamatan merupakan tangan
panjang dari pemerintah Kabupaten. Sehingga segala hal/bidang/sector akan
melibatkan pihak kecamatan. Namun begitu besar dan vitalnya Kecamatan
terkadang belum diimbangi dengan adanya pendanaan, sarana prasarana dan
SDM aparatur yang memadai. Bisa dikatakan bahwa Kecamatan adalah “
Kabupaten Kecil “ yang perlu ditunjang dengan pendanaan, sarana prasarana
dan SDM aparatur yang memadai. Selama ini Kecamatan belum diberikan
kewenangan untuk mengajukan anggaran sebagaimana OPD yang lain guna
melaksanakan tugas dan fungsi atau pelimpahan kewenangan yang diterima
dari Bupati.

Berbagai kegiatan pemerintahan, pembangunan dan pembinaan

kemasyarakatan bahkan pelayanan administrasi maupun pelayanan
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kependudukan harus dilaksanakan oleh Kecamatan. Meskipun di tingkat

Kecamatan telah ada Unit Pelaksanaan Teknis Dinas/Badan tapi

pelaksanaannya tidak dapat berdiri sendiri harus senantiasa koordinasi dengan

pihak Kecamatan. Setiap muncul permasalahan dilapangan yang mendapat
penilaian lebih dulu adalah pihak Kecamatan ( Camat ).

Mengenai kewenangan, tugas pokok dan fungsi kondisi SDM aparatur
dan sarana prasarana telah diuraikan pada bab sebelumnya. Selain
memfasilitasi dan mengkoordinasikan berbagai kegiatan yang dilaksanakan
oleh perangkat daerah lain yang melaksanakan kegiatan diwilayah Kecamatan
Gondangwetan juga pelayanan administrasi dan kependudukan masyarakat.

Dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi Kecamatan

Gondangwetan bahwa ditentukan isu-isu penting yaitu sebagai berikut :

1. Pemanfaatan peluang kebijakan penyerahan sebagian kewenangan dari
Bupati Pasuruan kepada Camat di bidang Pemerintahan untuk
mendayagunakan segenap potensi yang ada di wilayah. Dengan adanya
penyerahan sebagian kewenangan Bupati kepada Camat, maka Camat
dengan tetap mendasarkan pada asas kepatutan dan peraturan perundang-
undangan yang berlaku, memiliki posisi yang kuat dan strategis dalam
mendayagunakan segenap potensi yang ada, baik potensi kelembagaan
pemerintah, potensi kelembagaan non pemerintah, potensi wilayah, dan
potensi masyarakat dalam mendukung penyelenggaraan tugas pokok dan
fungsi guna pencapaian tujuan yang lebih besar yakni tercapainya visi
Kabupaten Pasuruan;

2. Optimalisasi partisipasi masyarakat dan kalangan dunia usaha di wilayah
Kecamatan harus terus memacu partisipasi masyarakat dan kalangan dunia
usaha dalam penyelenggaraan pembangunan, terlebih pada pembangunan
peningkatan infrastruktur wilayah guna mendorong pertumbuhan ekonomi
masyarakat. Terlebih dengan adanya kewajiban pengusaha untuk sungguh-
sungguh memperhatikan Company/Cooperate Sosial Resposipility (CSR),
maka kecamatan harus benar-benar memanfaatkan peluang tersebut untuk
upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat;

3. Peningkatan Kapasitas Aparatur dan penambahan kuantitas aparatur.
Keberadaan aparatur merupakan faktor penting dalam rangka
penyelenggaraan tugas dan fungsi, serta pemberian pelayanan masyarakat.
Sebagai faktor penting, maka aparatur yang ada harus mencukupi dalam
jumlah dan memiliki persyaratan secara kualitas. Oleh sebab itu perlu
usaha dalam meningkatkan kemampuan sumber daya aparatur dan

penambahan jumlah aparatur;
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Dari uraian diatas dapat ditentukan isu - isu penting penyelenggaraan

tugas dan fungsi Kecamatan Gondangwetan sebagai berikut :

No.

Permasalah

Isu Strategi

1.

Kualitas pelayanan publik baik dalam
pelayanan dasar masyarakat maupun
pelayanan perijinan perlu ditingkatkan,
Integritas dan profesionalisme aparatur
pemerintahan daerah perlu ditingkatkan,
Daya dukung infrastruktur pelayanan

publik perlu ditingkatkan

Pelayanan Publik
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3.1

BAB III

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Tujuan dan Sasaran Perubahan Renja Perangkat Daerah

Kecamatan Gondangwetan sebagai

sektor pelayanan dasar.

Sebagai

penyelenggara pemerintahan maka perlu memperhatikan pelayanan publik

yang baik pada masyarakat. Untuk mewujudkan hal tersebut maka tujuan

Kecamatan Gondangwetan adalah “Meningkatnya Kualitas Pelayanan di Tingkat

Kecamatan”

Sasaran strategis Kecamatan Gondangwetan merupakan indikator dalam

pelaksanaan rencana kerja penyelenggaraan kecamatan yang sesuai dengan

urusan kewilayahan . Sasaran strategis yang mendukung tujuan kecamatan

adalah sebagai berikut :

a. Meningkatnya

pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat desa

hasil

koordinasi

penyelenggaraan

pemerintahan,

Indikator : Persentase hasil penyelenggaraan kecamatan

b. Meningkatnya akuntabilitas kinerja PD
Indikator : Nilai SAKIP Perangkat Daerah

Adapun uraian formulasi pada indikator sasaran dan tujuan

pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Gondangwetan yaitu

sebagaimana dijabarkan pada table berikut :

Tabel 3.1
Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan
Kecamatan Gondangwetan

Kinerja Perangkat
Daerah

Peran Serta
Masyarakat Dalam
Membangun Desa

TUJUAN SASARAN STRATEGI KEBIJAKAN
Meningkatnya | Meningkatnya Meningkatnya Menfasilitasi
Kualitas hasil koordinasi Akses Dan Kualitas | Pelayanan
Pelayanan di Penyelenggaran Layanan Kepada Dibidang
tingkat Pemerintahan, Masyarakat Pemerintahan Dan
kecamatan Pelayanan Publik Pemberdayaan

dan Masyarakat
Pemberdayaan

Masyarakat Desa

Meningkatnya Meningkatnya Memfasilitasi
Akuntabilitas Pemberdayaan Dan | Pemberdayaan

Masyarakat Dalam
Membangun Desa
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Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

Dalam meningkatkan Pelayanan pemerintah yang ada di kecamatan
Gondangwetan dan Faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap
rumusan program, kegiatan dan sub kegiatan salah satunya adalah
mendukung pencapaian target Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten
Pasuruan dengan memperhatikan skala prioritas. Kecamatan Gondangwetan
memiliki 4 (Empat) Program, 11 (Sebelas) Kegiatan dan 24 (Dua Puluh Empat)

Sub Kegiatan dengan uraian berikut:

Tabel 3.1.
Perubahan Target IKU/SPM/IKK Tahun 2024

IKU/ isasi Target 2024
No Uraian SPM/| Satuan Rezaé123§1 st 8

IKK Awal Perubahan
1 2 3 4 5 6 7 8
A | Tujuan PD:
Meningkatnya
Pelayanan Publik
yang Prima

Ket

Indikator:

Nilai Indeks
Kepuasan Nilai 86,06
Masyarakat

Sasaran:

Meningkatnya
Kualitas
Pelayanan Publik
Kecamatan

Indikator:

Persentase Jenis
Pelayanan yang % 23,64
berkualitas

Meningkatnya
Pemberdayaan
Masyarakat dan
Pembinaan
Pemerintah
Desa/Kelurahan
Indikator:
Persentase
Desa/Kelurahan % 100,00
yang telah dibina
Meningkatnya
Ketentraman dan
Stabilitas
Masyarakat
Kecamatan

Indikator:
Persentase
Konflik yang
tertangani
diwilayah
Kecamatan

% 100,00

Indikator:
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Nilai SAKIP
Kecamatan

Nilai

74,55

Tujuan PD:

Meningkatnya
Kualitas
Pelayanan Publik
di Tingkat
Kecamatan

Indikator :
Indeks Kepuasan
Masyarakat (IKM)
Kecamatan

Nilai

91

91

Sasaran :

Meningkatnya
Hasil Koordinasi
Penyelenggaraan
Pemerintahan,
Pelayanan Publik
dan
Pemberdayaan
Masyarakat
Desa/ Kelurahan

Indikator :

Persentase Hasil
Penyelenggaraan
Kecamatan

%

100

100

Meningkatnya
Akuntabilitas
Kinerja Perangkat
Daerah

Indikator :

Nilai SAKIP
Perangkat Daerah

Nilai

76

76
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TABEL 3.2
PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN PENDUKUNG PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2024

NO

PRIORITAS
PEMBANGUNAN
DAERAH

PROYEK
STRATEGIS

PROGRAM/KEGIATAN/SUB
KEGIATAN BAB IV RKPD
TAHUN 2024

PEMETAAN
BERDASARKAN
SIPD TAHUN
2024

PAGU ANGGARAN

TARGET INDIKATOR

KINERJA

AWAL

PERUBAHAN

AWAL

PERUBAHAN

N |

HIL

— | =
g = R N AN RIS RN (SR R o

—
N

—
w

—
N

—
Ul
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KABUPATEN : PASURUAN

PERANGKAT DAERAH : KECAMATAN GONDANGWETAN

Tabel 3.3

Tabel Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Gondangwetan Tahun 2024

SUMBE ALASAN
RENJA 2024 DPA 2024 P- RENJA 2024 R DANA TAMBAH/(KURANG) PERUBAHAN
URUSAN/ BIDANG PROGRAM/ PROGRAM/
NO INDIKATOR INDIKATOR
URUSAN/UNSUR KEGIATAN/ KINERJA TARGET PAGU RP TARGET PAGU RP KEGIATAN/ KINERJA TARGET PAGU RP TARGET PAGU RP
SUB (SATUAN) IK IK SUB (SATUAN) IK IK
KEGIATAN KEGIATAN
1 2 3 4 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15=12-8 16=13-9 17
URUSAN ........... Pergeseran 1
(wajib dasar/wajib + Rgfocusin
nondasar/pilihan) g
Bidang ..........
(nama urusan)
UNSUR ....
(pendukung/penu
njang/Pengawasan
/Kewilayahan/Pem
erintahan Umum)
I Program Persentase 100% 100% [Program Persentase 99.05% DAU 99.05% - Penghema
Penunjang Terlaksanan 4.159.380.0 3.780.234.67 [Penunjang Urusar Terlaksananya 3.745.234.67 35.000.00 | tan
[Urusan ya 00 7 Pemerintahan Penunjang 7 (V] Belanja
Pemerintahan Penunjang [Daerah Urusan TA 2024
Daerah Urusan [Kabupaten/Kota | Pemerintahan
Kabupaten/Kota | Pemerintah
an
1 Perencanaan, Persentase 100% 100% 7.000.000 [Perencanaan, Persentase 100% DAU 100%
Penganggaran, Dokumen 7.000.000,0 Penganggaran, Dokumen 7.000.000 -
dan Evaluasi Perencanaa 0 dan Evaluasi Perencanaan,
Kinerja n, Kinerja Penganggaran,
Perangkat Penganggara Perangkat dan Evaluasi
Daerah n, dan [Daerah Kinerja
Evaluasi Perangkat
Kinerja Daerah yang
Perangkat Disusun
Daerah yang
Disusun
1.1 Koordinasi dan | Jumlah 17 1 Koordinasidan | Jumlah 1 DAU 1
Penyusunan Dokumen Dokume | 7.000.000,00 Laporan 7.000.000 | Penyusunan Dokumen Laporan 7.000.000 Laporan -
Laporan Perencanaan n Laporan Perencanaan
Capaian Perangkat Capaian Perangkat
Kinerja dan Daerah Kinerja dan Daerah
Ikhtisar Ikhtisar
Realisasi Realisasi
Kinerja SKPD Kinerja SKPD
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2 Administrasi Persentase 100% 100% Administrasi Persentase 100% |3.290.813.20 DAU 100%
Keuangan Layanan 3.804.380.0 3.290.813.20 | Keuangan Layanan o] -
Perangkat Administras 00 0 | Perangkat Administrasi
Daerah i Keuangan Daerah Keuangan
Kecamatan Kecamatan
yang yang Dipenuhi
Dipenuhi
2.1 Penyediaan Jumlah 140rang 14 Penyediaan Jumlah Orang 14 DAU 14
Gaji dan Orang yang / Bulan | 3.369.500.00 | orang/bul [2.859.203.000 | Gaji dan yang Menerima orang/b |2.859.203.000 orang/b -
Tunjangan ASN | Menerima 0 an Tunjangan ASN | Gaji dan ulan ulan
Gaji dan Tunjangan
Tunjangan ASN
ASN
2.2 Penyediaan Jumlah 36 12 Penyediaan Jumlah 12 DAU 12
Administrasi Dokumen Dokume 386.220.000 Dokume 390.030.200 | Administrasi Dokumen Dokume 390.030.200 Dokume -
Pelaksanaan Hasil n n Pelaksanaan Hasil n n
Tugas ASN Penyediaan Tugas ASN Penyediaan
Administras Administras
Pelaksanaan Pelaksanaan
Tugas ASN Tugas ASN
2.3 Pelaksanaan Jumlah 100 12 Pelaksanaan Jumlah 12 DAU 12
Penatausahaa Dokumen Dokume 48.660.000 Dokume 41.580.000 | Penatausahaa Dokumen Dokume 41.580.000 Dokume -
n dan Penatausaha n n ndan Penatausahaa n n
Pengujian/Veri | an dan Pengujian/ Veri n dan
fikasi Pengujian/ fikasi Pengujian/
Keuangan Verifikasi Keuangan Verifikasi
SKPD Keuangan SKPD Keuangan
SKPD SKPD
3 Administrasi Persentase 100% 100% Administrasi Persentase 98.20% DAU 98.20% - Penghema
Umum Layanan 125.500.00 162.762.477 | Umum Layanan 152.762.477 10.000.00 | tan
Perangkat Administras o Perangkat Administrasi ] Belanja
Daerah i Umum Daerah Umum Yang TA 2024
Yang Dipenuhi
Dipenuhi
3.1 Penyediaan Jumlah Paket 8 Paket 3 paket Penyediaan Jumlah Paket 3 paket DAU 3 paket
Peralatan Peralatan dan 8.440.677 | Peralatan Peralatan dan 8.440.677 -
Rumah Tangga | Perlengkapan Rumah Tangga | Perlengkapan
Kantor yang Kantor yang
Disediakan Disediakan
3.2 Penyediaan Jumlah 8 Paket 4 paket Penyediaan Jumlah Paket 4 paket DAU 4 paket
Bahan Logistik | Paket Bahan 15.500.000 16.821.800 | Bahan Logistik | Bahan Logistik 16.821.800 -
Kantor Logistik Kantor Kantor yang
Kantor yang Disediakan
Disediakan
3.3 Penyediaan Jumlah 8 Paket 8 paket Penyediaan Jumlah Paket 8 paket DAU 8 paket
Barang Paket 15.000.000 16.500.000 | Barang Barang 16.500.000 -
Cetakan dan Barang Cetakan dan Cetakan dan
Penggandaan Cetakan dan Penggandaan Penggandaan
Penggandaa yang
n yang Disediakan
Disediakan
3.4 Fasilitas Tersedianya 1Ls 10 Fasilitas Tersedianya 10 DAU 10
Kunjungan Makanan 30.000.000 Laporan 15.750.000 | Kunjungan Makanan dan Laporan 15.750.000 Laporan -
Tamu dan Tamu Minuman
Minuman untuk Tamu

untuk Tamu
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3.5 Penyelenggara Jumlah 52 20 Penyelenggara Jumlah 18 DAU -2 - Penghema
an Rapat Laporan Laporan 65.000.000 Laporan 105.250.000 | an Rapat Laporan Laporan 95.250.000 laporan 10.000.00 tan
Koordinasi dan | Penyelenggar Koordinasi dan | Penyelenggara 0 Belanja
Konsultasi aan Rapat Konsultasi an Rapat TA 2024
SKPD Koordinasi SKPD Koordinasi dan
dan Konsultasi
Konsultasi SKPD
SKPD
4 Pengadaan Terlaksanan 100% 100% Pengadaan Terlaksananya 75.00% DAU 75.00% - Penghema
Barang Milik ya kegiatan 66.000.000 84.090.000 | Barang Milik kegiatan 79.090.000 5.000.000 | tan
Daerah Pengadaan Daerah Pengadaan Belanja
Penunjang Barang Penunjang Barang Milik TA 2024
Urusan Milik Urusan Daerah guna
Pemerintah Daerah guna Pemerintah menunjang
Daerah menunjang Daerah pelayanan
pelayanan
4.1 Pegadaan Jumlah 1 Unit 2 unit Pengadaan Jumlah 0 unit DAU -2 - Penghema
Kendaraan Kendaraan 35.000.000 38.200.000 | Mebel Kendaraan 33.200.000 laporan | 5.000.000 | tan
Dinas Dinas Dinas Belanja
Operasional Operasinal Operasinal TA 2024
atau Lapangan | kantor kantor
4.2 Pengadaan Jumlah Unit 8 Unit 5 unit Pengadaan Jumlah Unit 5 unit DAU 5 unit
Peralatan dan  |Peralatan dan 25.000.000 45.890.000 | Peralatan dan Peralatan dan 45.890.000 -
Mesin Lainnya |Mesin Lainnya Mesin Lainnya Mesin Lainnya
yang yang Disediakan
Disediakan
Pengadaan Jumlah 1 Unit Jumlah
Sarana dan Peralatan 6.000.000 Peralatan -
Prasarana kantor kantor
Kantor dan
Bangunan
Lainnya
5 Penyediaan Persentase 100% 100% Penyediaan Persentase 100% DAU 100%
Jasa Kebutuhan 44.000.000 51.750.000 | Jasa Kebutuhan 51.750.000 -
Penunjang Jasa Penunjang Jasa
Urusan Penunjang Urusan Penunjang
Pemerintah Urusan Pemerintah Urusan
Daerah Pemerintah Daerah Pemerintahan
an Daerah Daerah yang
yang Disediakan
Disediakan
5.1 Penyediaan Jumlah 12 36 Penyediaan Jumlah 36 DAU 36
Jasa Laporan Laporan 44.000.000 Laporan 51.750.000 | Jasa Laporan Laporan 51.750.000 Laporan -
Komunikasi, Penyediaan Komunikasi, Penyediaan
Sumber Daya Jasa Sumber Daya Jasa
Air dan Listrik Komunikasi, Air dan Listrik Komunikasi,
Sumber Sumber Daya
Daya Air dan Air dan Listrik
Listrik yang yang
Disediakan Disediakan

38 |



6 Pemeliharaan Persentase 100% 100% Pemeliharaan Persentase 20.00% DAU 20.00% - Penghema
Barang Milik Pemenuhan 112.500.00 183.819.000 | Barang Milik Pemenuhan 163.819.000 20.000.00 | tan
Daerah Pemeliharaa o Daerah Pemeliharaan ] Belanja
Penunjang n Barang Penunjang Barang Milik TA 2024
Urusan Milik Urusan Daerah guna
Pemerintah Daerah guna Pemerintah Menunjang
Daerah Menunjang Daerah Pemerintahan
Pemerintah Daerah
an Daerah
6.1 Penyediaan Jumlah 8 Unit 12 unit Penyediaan Jumlah 12 unit DAU 12 unit
Jasa Kendaraan 72.000.000 108.819.000 | Jasa Kendaraan 108.819.000 -
Pemeliharaan, Perorangan Pemeliharaan, Perorangan
Biaya Dinas atau Biaya Dinas atau
Pemeliharaan Kendaraan Pemeliharaan Kendaraan
dan Pajak Dinas dan Pajak Dinas Jabatan
Kendaraan Jabatan Kendaraan yang
Perorangan yang Perorangan Dipelihara dan
Dinas atau Dipelihara Dinas atau Dibayarkan
Kendaraan dan Kendaraan
Dinas Jabatan Dibayarkan Dinas Jabatan
6.2 Pemeliharaan Jumlah 47 Unit 1 unit Pemeliharaan Jumlah 1 unit DAU 1 unit
Peralatan Peralatan 12.000.000 15.000.000 | Peralatan Peralatan dan 15.000.000 -
Mesin dan dan Mesin Mesin dan Mesin Lainnya
Lainnya Lainnya Lainnya yang
yang Dipelihara
Dipelihara
6.3 Pemeliharaan/ Jumlah 4 Unit 5 unit Pemeliharaan/ Jumlah 0 unit DAU - Unit - Penghema
Rehabilitasi Gedung 15.500.000 20.000.000 | Rehabilitasi Gedung Kantor - 20.000.00 tan
Gedung Kantor | Kantor dan Gedung Kantor | dan Bangunan 0 Belanja
dan Bangunan Bangunan dan Bangunan Lainnya yang TA 2024
Lainnya Lainnya yang Lainnya Dipelihara/
Dipelihara/ Direhabilitasi
Direhabilitasi
6.4 Pemeliharaan/ | Jumlah 5 Unit 10 unit Pemeliharaan/ Jumlah 10 unit DAU 10 unit
Rehabilitas Sarana dan 13.000.000 40.000.000 | Rehabilitas Sarana dan 40.000.000 -
Sarana dan Prasarana Sarana dan Prasarana
Prasarana Pendukung Prasarana Pendukung
Gedung Kantor | Gedung Gedung Kantor | Gedung Kantor
atau Bangunan | Kantor atau atau Bangunan | atau
Laiinnya Bangunan Laiinnya Bangunan
Lainnya Lainnya yang
yang Dipelihara/
Dipelihara/ Direhabilitasi
Direhabilitas
i
II Program Persentase 100% 100% Program Persentase 99.99% DAU 99.99% - Penghema
Penyelenggara | Penyelengga 248.000.00 351.096.620 | Penyelenggara | Penyelenggara 348.894.220 2.202.400 | tan
an raan (/] an an Pelayanan Belanja
Pemerintahan Pelayanan Pemerintahan Publik yang TA 2024
dan Pelayanan | Publik yang dan Pelayanan | Baik
Publik Baik Publik
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1 Koordinasi Persentase 100% 100% Koordinasi Persentase 99.87% DAU 99.87% - Penghema
Penyelenggara | Terlaksanan 222.000.00 323.146.620 | Penyelenggara | Terlaksananya 320.944.220 2.202.400 | tan
an Kegiatan ya [ an Kegiatan Penunjang Belanja
Pemerintahan Penunjang Pemerintahan | Urusan TA 2024
di Tingkat Urusan di Tingkat Pemerintahan
Kecamatan Pemerintah Kecamatan Kegiatan
an Kegiatan Pemerintahan
Pemerintah di Tingkat
an di Kecamatan
Tingkat
Kecamatan
1.1 Koordinasi/ Sin Jumlah 2 2 Koordinasi/ Sin Jumlah 2 DAU 2 - Penghema
ergi Laporan Laporan 17.000.000 Laporan 23.207.400 | ergi Laporan Laporan 21.005.000 Laporan | 2.202.400 | tan
Perencanaan Koordinasi/ Perencanaan Koordinasi/ Belanja
dan Sinergi dan Sinergi TA 2024
Pelaksanaan Perencanaan Pelaksanaan Perencanaan
Kegiatan dan Kegiatan dan
Pemerintahan Pelaksanaan Pemerintahan Pelaksanaan
dengan Kegiatan dengan Kegiatan
Perangkat Pemerintaha Perangkat Pemerintahan
Daerah dan n dengan Daerah dan dengan
Instansi Perangkat Instansi Perangkat
Vertikal Terkait | Daerah dan Vertikal Terkait | Daerah dan
Instansi Instansi
Vertikal Vertikal
Terkait Terkait
1.2 Peningkatan Jumlah 5 39 Peningkatan Jumlah 39 DAU 39
Efektifitas laporan laporan | 205.000.000 Dokume 299.939.220 | Efektifitas laporan Dokume 299.939.220 Dokumen -
Kegiatan kegiatan n Kegiatan kegiatan n
Pemerintahan peningkatan Pemerintahan peningkatan
di Tingkat efektifitas di Tingkat efektifitas
Kecamatan pelaksanaan Kecamatan pelaksanaan
pelayanan pelayanan
kepada kepada
masyarakat masyarakat
2 Penyelenggara | Persentase 100% 100% Penyelenggara | Persentase 100% DAU 100%
an Urusan Kegiatan 26.000.000 27.950.000 | an Urusan Kegiatan 27.950.000 -
Pemerintahan Kemasyarak Pemerintahan Kemasyarakat
yang tidak atan yang yang tidak an yang
dilaksanakan Terfasilitasi dilaksanakan Terfasilitasi
oleh unit oleh unit
Kerja Kerja
Perangkat Perangkat
Daerah yang Daerah yang
ada di ada di
Kecamatan Kecamatan
2.1 Peningkatan Jumlah 18 2 Peningkatan Jumlah 2 DAU 2
Efektifitas kegiatan Kegiatan 26.000.000 Laporan 27.950.000 | Efektifitas kegiatan Laporan 27.950.000 Laporan -
Pelaksanaan Masyarakat Pelaksanaan Masyarakat
Pelayanan difasilitasi Pelayanan difasilitasi oleh
Kepada oleh Kepada Kecamatan
Masyarakat di Kecamatan Masyarakat di
Wilayah Wilayah
Kecamatan Kecamatan
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I Program Persentase 100% 100% Program Persentase 99.92% DAU 99.92% - Penghema
Pemberdayaan | Desa/Kelura 835.000.00 537.055.224 | Pemberdayaan | Desa/Kelurah 527.055.224 10.000.00 tan
Masyarakat han yang o Masyarakat an yang ] Belanja
Desa dan Terbina Desa dan Terbina TA 2024
Kelurahan dengan Baik Kelurahan dengan Baik
1 Koordinasi Persentase 100% 100% Koordinasi Persentase 100% DAU 100%
Kegiatan Terlaksanan 220.000.00 63.960.000 | Kegiatan Terlaksananya 63.960.000 -
Pemberdayaan | ya Kegiatan (0] Pemberdayaan | Kegiatan
Desa Pemberdaya Desa Pemberdayaan
an Desa Desa
1.1 Peningkatan Jumlah 15 6 Peningkatan Jumlah 6 DAU 6
Efektifitas Laporan Laporan 220.000.000 Laporan 63.960.000 | Efektifitas Laporan Laporan 63.960.000 Laporan -
Kegiatan Peningkatan Kegiatan Peningkatan
Pemberdayaan | Efektifitas Pemberdayaan | Efektifitas
Masyarakat di Kegiatan Masyarakat di Kegiatan
Wilayah Pemberdaya Wilayah Pemberdayaan
Kecamatan an Kecamatan Masyarakat di
Masyarakat Wilayah
di Wilayah Kecamatan
Kecamatan
2 Kegiatan Jumlah 1 100% Kegiatan Jumlah 97.02% DAU 97.02% - Penghema
Pemberdayaan | Laporan laporan 615.000.00 473.095.224 | Pemberdayaan | Laporan 463.095.224 10.000.00 | tan
Kelurahan Koordinasi o Kelurahan Koordinasi (o] Belanja
Pemberdaya Pemberdayaan TA 2024
an Masyarkat
Masyarkat dan
dan Kesejahteraan
Kesejahtera Sosial
an Sosial
2.1 Pembangunan 2 unit Pembangunan 2 unit DAU 2 unit
Sarana dan 530.000.000 410.516.224 | Sarana dan 410.516.224 -
Prasarana Prasarana
Kelurahan Kelurahan
2.2 Pemberdayaan | Jumlah 4 Pemberdayaan | Jumilah 3 DAU -1 -
Masyarakata Pokmas Yang 85.000.000 | Pokmas/ | 62.579.000 Masyarakata Pokmas Yang Pokmas/ 52.579.000 Pokmas/ 10.000.00
di Kelurahan Melaksanaka Ormas di Kelurahan Melaksanakan Ormas Ormas 0
n Pemberdayaan
Pemberdaya Masyrakat di
an Kelurahan
Masyrakat di
Kelurahan
v Program Persentase 100% 100% Program Persentase 99.02% DAU 99.02% -
Koordinasi Pelayanan 33.500.000 101.623.000 | Koordinasi Pelayanan 93.588.000 8.035.000
Kentraman Ketentrama Kentraman Ketentraman
dan n dan dan dan
Ketertiban Ketertiban Ketertiban Ketertiban
Umum Umum yang Umum Umum yang
berkualitas berkualitas
1 Koordinasi Jumlah 2 100% Koordinasi Jumlah 99.40% DAU 99.40% -
Upaya Pelaksanaan Kegiata 33.500.000 101.623.000 | Upaya Pelaksanaan 93.588.000 8.035.000
Penyelenggara | Kegiatan n Penyelenggara | Kegiatan
an Koordinasi an Koordinasi
Ketentraman Upaya Ketentraman Upaya
dan Penyelengga dan Penyelenggara
Ketertiban raan Ketertiban an
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Ketentrama Ketentraman
n dan dan
Ketertiban Ketertiban
Umum Umum
1.1 Sinergitas Jumlah 8 3 Sinergitas Jumlah 2 DAU -1 -
dengan Laporan Laporan 11.000.000 Laporan 80.673.000 | dengan Laporan Hasil Laporan 72.638.000 Laporan 8.035.000
Kepolisian Hasil Kepolisian Sinergitas
Negara Sinergitas Negara dengan
Republik dengan Republik Kepolisian
Indonesia, Kepolisian Indonesia, Negara
Tentara Negara Tentara Republik
Nasional Republik Nasional Indonesia,
Indonesia dan Indonesia, Indonesia dan Tentara
Instansi Tentara Instansi Nasional
Vertikal Nasional Vertikal Indonesia dan
Wilayah Indonesia Wilayah Instansi
Kecamatan dan Instansi Kecamatan Vertikal di
Vertikal di Wilayah
Wilayah Kecamatan
Kecamatan
1.2 Harmonisasi Jumlah 4 3 Harmonisasi Jumlah 3 DAU 3
Hubungan Laporan Laporan 22.500.000 Laporan 20.950.000 | Hubungan Laporan Laporan 20.950.000 Laporan -
dengan Tokoh Pelaksanaan dengan Tokoh Pelaksanaan
Agama dan Harmonisasi Agama dan Harmonisasi
Tokoh Hubungan Tokoh Hubungan
Masyarakat Dengan Masyarakat Dengan Tokoh
Tokoh Agama dan
Agama dan Tokoh
Tokoh Masyarakat
Masyarakat
-55.237.400

TOTAL

5.275.880.000

4.770.009.521

4.714.772.121
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BAB IV
PENUTUP

Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Gondangwetan (Perubahan Renja
Kecamatan Gondangwetan) Kabupaten Pasuruan Tahun 2024 merupakan
dokumen perencanaan tahunan Kecamatan Gondangwetan yang disusun
dengan berpedoman pada Perubahan Renstra Kecamatan Gondangwetan
Kabupaten Pasuruan Tahun 2024-2026 serta Perubahan Rencana Kerja
Pembangunan Daerah (Perubahan RKPD) Kabupaten Pasuruan Tahun 2024
serta dengan mempertimbangkan isu-isu yang berkembang, sehingga menjadi

satu kesatuan dalam mendukung pencapaian Visi dan Misi Daerah.

Untuk itu dalam rangka menjaga kesinambungan pencapaian tujuan
dan sasaran Perangkat Daerah ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai
berikut :

a. Seluruh pejabat dan staf Kecamatan Gondangwetan Kabupaten Pasuruan
secara bersama sama mempunyai tanggung jawab untuk :
e Melaksanakan Perubahan Renja 2024 dengan sebaik baiknya sesuai
dengan Tugas Pokok dan Fungsinya.
* Menjaga konsistensi antara Perubahan RKPD, Perubahan Renja dan
Dokumen Pelaksanaan Anggaran.
b. Dalam rangka efektivitas pelaksanaannya akan dilakukan pemantauan
dan evaluasi kinerja secara berkala terhadap pelaksanaan Perubahan
Renja Tahun 2024.

Dengan ditetapkannya Perubahan Renja Tahun 2024, akan dipergunakan
sebagai acuan dalam penyusunan Perubahan Rencana Kerja (RKA) dengan
berpedoman pada Kebijakan Umum Perubahan Anggaran (Perubahan KUA) dan
Perubahan Prioritas Plafon Perubahan Anggaran Sementara (Perubahan PPAS).

Pj. BUPATI PASURUAN,

ANDRIYANTO
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